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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam 
Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Keluarga 
Miskin di Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan perempuan 
yang mempunyai posisi strategis dalam pembangunan di daerah, oleh karena itu 
keberadaannya perlu diberdayakan agar bisa memberikan kontribusi secara positif 
terhadap pembangunan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan yaitu melalui 
program peningkatan kualitas hidup perempuan bagi perempuan keluarga miskin yang 
menjadi peserta program keluarga harapan. Dalam menganalisis pemberdayaan 
perempuan pada penelitian ini menggunakan konsep teori pemberdayaan dari Nugroho, 
dimana pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan indikator akses, 
partisipasi, kontrol dan manfaat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab 
permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis data menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan kepada infroman 
penelitian yang diambil secara sengaja, sedangkan teknik observasi dilakukan terhadap 
pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan bagi perempuan keluarga 
miskin. Hasil penelitian memberikan sebuah informasi perempuan keluarga miskin di 
Kota Tangerang sudah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program 
pemberdayaan perempuan dimana setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk 
mendapatkan pelatihan agar memiliki keterampilan, rasa percaya diri dalam mengambil 
keputusan agar memberikan perubahan dalam kehidupan setiap perempuan. Walaupun 
akses yang diberikan kepada perempuan keluarga miskin belum diberikan secara merata 
karena belum semua perempuan keluarga miskin yang terdaftar dalam peserta Program 
Keluarga Harapan mendapatkan pelatihan pengolahan pangan sebagai implementasi dari 
program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Dalam upaya mengoptimalkan akses 
untuk memperoleh sumber daya produktif perempuan keluarga miskin melalui program 
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan  disarankan agar lebih meningkatkan komunikasi 
terhadap jejaringnya terkait dengan sosialisasi program pemberdayaan perempuan agar 
setiap perempuan keluarga miskin yang terdaftar pada peserta Program Keluarga 
Harapan dapat memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan 
yang dilaksanakan pada program. 
 
Kata kunci : Pemberdayaan perempuan, perempuan keluarga miskin, peningkatan     

kualitas hidup perempuan. 
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Abstract 
This study aims to analyze the Role of the Women's Empowerment, Child Protection, Population 
Control and Family Planning Service in Empowering Women to Improve the Quality of Life of Poor 
Women in Tangerang City. This study is motivated by the existence of women who have a strategic 
position in regional development, therefore their existence needs to be empowered so that they can 
contribute positively to development. Women's empowerment is carried out through a program to 
improve the quality of life of women for poor women who are participants in the family hope program. 
In analyzing women's empowerment in this study, the concept of empowerment theory from 
Nugroho was used, where women's empowerment is measured using indicators of access, 
participation, control and benefits. Qualitative research methods are used to answer the research 
problems that have been formulated. Data analysis uses observation, interview and documentation 
techniques. Interview techniques are carried out with research informants who are taken 
intentionally, while observation techniques are carried out on the implementation of programs to 
improve the quality of life of women for poor women. The results of the study provide information 
that poor women in Tangerang City already have the same rights to get women's empowerment 
programs where every woman has the same right to get training in order to have skills, self-
confidence in making decisions in order to make changes in the lives of every woman. Although 
access given to poor women has not been given evenly because not all poor women registered as 
participants in the Family Hope Program have received food processing training as an 
implementation of the Women's Quality of Life Improvement program. In an effort to optimize 
access to obtain productive resources for poor women through the Women's Quality of Life 
Improvement program, it is recommended to improve communication with their networks related to 
the socialization of women's empowerment programs so that every poor woman registered as a 
participant in the Family Hope Program can obtain information related to the implementation of 
training carried out in the program. 
 
Keywords: Women's empowerment, women from poor families, improving women's quality of life. 
 
 

A. Pendahuluan  

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat krusial dihadapi oleh 

setiap negara, karena permasalahan kemiskinan selalu menyertai proses pembangunan 

yang dilakukan oleh masing-masing negara termasuk di Indonesia, kemiskinan masih 

menjadi persoalan yang sangat besar sehingga harus diselesaikan. Permasalahan 

kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Kondisi 

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. 

 Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengentasan 

kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat hampir dipastikan lebih mengedepankan kaum laki-laki 

dibandingkan kaum perempuan. Kesempatan yang timpang ini menyebabkan banyak 

perempuan tidak memiliki akses untuk lebih berdaya dan memiliki kemandirian. Selain 

itu banyaknya realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan 

dikriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan 

laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan 

perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya. 
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 Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut diatas pemerintah terus berupaya untuk 

mengatasi masalah kemiskinan ini yaitu melalui pembangunan nasional bagi masyarakat 

Indonesia. Pembangunan nasional tersebut merupakan serangkaian proses perubahan 

yang dilakukan pemerintah bersama seluruh warga atau masyarakat dengan 

mengharapkan terwujudnya masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sesuai 

dengan hakekat tujuan dari penyelenggaraan pembangunan adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

 Pembangunan nasional mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat untuk 

berpatisipasi, baik laki-laki maupun perempuan sehingga tidak ada lagi diskriminasi 

antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan memiliki peran sebagai mitra sejajar 

dengan pria perlu ditingkatkan agar mampu memberikan sumbangan yang besar dalam 

berbagai bidang pembangunan di daerah, sehingga salah satu cara pemerintah untuk 

mensejajarkan peran perempuan dengan laki-laki yaitu dengan melakukan pemberdayaan 

terhadap perempuan.    

 Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah 

atau tidak beruntung (Suharto, 2018). Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan 

upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber 

daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan 

meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam 

memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri 

(Novian, 2017). 

 Secara Etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang artinya 

kekuatan atau keberdayaan. Pemberdayaan menurut arti bahasa merupakan proses, cara, 

perbuatan membuat keadaan yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan adanya 

pemberdayaan (Suharto, 2018:57).   

 Pemberdayaan keluarga dapat dipandang sebagai suatu proses memandirikan klien 

dalam mengontrol status kesehatannya. Pengertian lain tentang pemberdayaan adalah 

memampukan orang lain melalui proses transfer termasuk didalamnya transfer 

kekuatan/power, otoritas, pilihan dan perijinan sehingga mampu menentukan pilihan dan 

membuat keputusan dalam mengontrol hidupnya. Pemberdayaan keluarga memiliki 

makna bagaimana keluarga memampukan dirinya sendiri dengan difasilitasi orang lain 

untuk meningkatkan atau mengontrol status kesehatan keluarga (Sulisnadewi NLK, 

Nurhaeni, N Gayatri, 2018).  

 Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, 

peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang 

perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 

pembangunan nasional, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 

pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua 

instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.  

 Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
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Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menegaskan bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah 

masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender untuk meningkatkan kualitas 

hidup perempuan.  

 Gill dan Feinstein dalam (Rachmawati, 2017) mendefinisikan kualitas hidup sebagai 

persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, dalam hubungannya dengan sistem 

budaya dan nilai setempat dan berhubungan dengan cita-cita, pengharapan, dan 

pandangan-pandangannya, yang merupakan pengukuran multidimensi, tidak terbatas 

hanya pada efek fisik maupun pengobatan psikologis.  

 Selain untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan secara kelembagaan, 

pemerintah juga mengeluarkan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 

Sehat Sejahtera yang merupakan program untuk mengembangkan sumber daya manusia 

dan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan 

keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat 

desa/kelurahan, dengan perempuan sebagai penggeraknya.  

 Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Perananan 

Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah untuk memperkuat keputusan 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Umum Revitaliasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 

Sejahtera. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan ini dengan tujuan bahwa 

dirasa perlu adanya peningkatan peranan wanita didaerah dilaksanakan dengan terarah, 

terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. 

 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai program kegiatan yang telah dibuat dalam 

rencana strategis Tahun 2019-2023 untuk menurunkan perempuan keluarga miskin 

melalui program pemberdayaan perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

(PKHP) dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan. Program tersebut dijalankan 

dengan harapan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan 

kualitas hidup perempunan keluarga miskin di Kota Tangerang.  

 Dengan adanya program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup perempuan keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB) Kota Tangerang, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi 

untuk menganalisis keberhasilan program tersebut dilaksanakan. 

Dengan permasalahan tersebut, pene;iti merumusdkan masalahnya adalah Bagiamana 

program pemberdayaan perempuaan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan 

keluarga miskin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang? 
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B. Metode 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai 

tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Creswell, 

2017:68). Sedangkan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6). 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan realitas mengenai peran dari Bidang 

Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, sehingga 

metode penelitian didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.   

  

C. Hasil dan Pembahasan 

Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang dilakukan melalui:  

1. Akses Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin  

Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam 

perencanaan daerahnya memfokuskan bagaimana membuat suatu program untuk 

mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu dengan memberdayakan keberadaan 

kaum perempuan yang termasuk dalam kategori miskin melalui Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang sampai tahun ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota 

Tangerang, akan tetap untuk program pemberdayaan kepada perempuan keluarga 

miskinnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang menjadi leading 

sektor untuk menyelenggarakannya program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 

(PKHP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam program tersebut setiap 

perempuan keluarga miskin yang terdaftar dalam program PKH mempunyai hak yang 

sama menjadi peserta PKHP. 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan Dinas Sosial Kota Tangerang 

memfasilitasi data terkait dengan keluarga miskin pada program PKH program tersebut 

sebagai bagian pemberdayaan kepada keluarga miskin, kemudian selanjutnya untuk 

pelaksanaan pemberdayaannya kewenangannya ada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB) Kota Tangerang, artinya dalam proses pelaksanaan program 

pemberdayaan perempuan kami berkolaborasi dengan DP3AP2KB, dan semua 

keluarga miskin sudah menerima kesempatan dalam program pemberdayaan 

perempuan karena pesertanya dari PKH. 

Hak perempuan keluarga miskin justru mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan dengan kaum laki-lakinya, ini dibuktikan dengan peserta yang dilibatkan 
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dalam PKHP 100% perempuan sehingga aksesnya atau kesempatannya lebih banyak 

kepada kaum perempuan karena kita meyakini kaum perempuan itu adalah motor 

penggerak baik dalam keluarga maupun pembangunan.  

Akses perempuan khususnya perempuan keluarga miskin sudah menerima kesamaan 

dalam mengikuti program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) untuk 

pemberdayaan perempuan di Kota Tangerang, tidak dibeda-bedakan karena kita juga 

di Kota Tangerang sudah mempunyai aturan terkait dengan Gender, dan khususnya 

untuk perempuan keluarga miskin kita juga sudah berjalan terkait dengan Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program program Peningkatan 

Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dalam pemberdayaan perempuan. 

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) kepada perempuan keluarga 

miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dioptimalkan 

oleh peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang khususnya Bidang 

Pemberdayaan Perempuan salah satunya perempuan keluarga miskin perlu diberikan 

akses secara merata dalam memperoleh sumber daya produktif dari hasil pelatihan 

pada program  Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), yang dimaksud 

dengan sumber daya produktif yaitu keterampilan, modal dan kesempatan 

berwirausaha. Jadi peran komunikasi Pemerintah Daerah dalam akses pemberdayaan 

perempuan keluarga miskin sangat penting, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Dafyar Eliadi dalam Jurnal Ilmiah Mukadimah Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 

mengatakan bahwa Komunikasi pemerintah memainkan peran penting dalam 

implementasi suatu kebijakan, komunikasi ini dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat atau antar Lembaga pemerintahan. Komunikasi pemerintah menuntut 

setiap perubaha nyang mempengaruhi tatanan masyarakat dikomunikasikan secara 

efektif kepada setiap yang berkepentingan, baik kepada kalangan pemerintahan, pihak-

pihak swasta, maupunmasyarakatluas secara berkelanjutan. 

3. Partisipasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang  

DP3AP2KB Kota Tangerang sudah memiliki kegiatan pemberdayaan kepada 

perempuan seperti Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) melibatkan 

seluruh perempuan terutama perempuan pada keluarga miskin di setiap kelurahan 

yang ada di Kota Tangerang diajak bersama-sama dalam partisipasi membangun Kota 

Tangerang, karena program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) menjadi 

salah satu dalam program rencana strategis dalam pembangunan daerah Kota 

Tangerang. 

Mereka sangat berpartisipasi bahkan aktif karena itu menyangkut juga dengan 

kebutuhan hidup mereka, jadi kalo mereka tidak ikut berpartisipasi itu akan merugikan 

mereka sendiri. Kalo mereka tidak mempunyai akses atau mereka tidak mempunyai 

kemauan untuk berpartisipasi mereka akan tertinggal sendiri sehingga mau tidak mau 

mereka harus bisa ikut berpartisipasi dalam program Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan (PKHP) melalui pelatihan yang diberikan kepada perempuan keluarga 

miskin. 
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Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), DP3AP2KB yang 

berkolaborasi dengan Dinas Sosial sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan 

pemberdayaan bagi perempuan keluarga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, 

karena dalam program ini bukan hanya sebatas pada pelatihan tapi program ini 

ditujukan untuk pencapaian penurunan perempuan keluarga miskin, peserta pelatihan 

didampingi untuk diberikan permodalan agar para peserta kedepannya menjadi lebih 

4. Kontrol Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang  

Pengawasan terhadap program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) 

DP3AP2KB tidak membeda-bedakan kaum perempuan dan laki-laki semuanya 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengawasi, yang penting tujuan kontrol 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga miskin. 

Kontrol Pemerintah Daerah Kota Tangerang terhadap Pemberdayaan Perempuan 

Keluarga Miskin sangat penting, sesuai pendapat Dafyar Eliadi dalam Jurnal Ilmiah 

Mukadidah Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 mengatakan bahwa Kontrol oleh 

pemerintah dalam suatu implementasi kebijakan memainkan peran penting agar suatu 

kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai sasarannya. Jadi kontrol 

Pemberdayaan perempuan keluarga miskin di kota Tangerang harus diperhatikan 

secara serius agar pelaksanan pembinaannya berjalan baik sesuai yang diharapkan. 

5. Manfaat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang  

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dalam perencanaannya 

diselenggarakan tiap tahun di Kota Tangerang sebagaui upaya penurunan keluarga 

miskin, dimana lokasinya disetiap kelurahan, artinya program ini disamaratakan 

disetiap kelurahan agar semua masyarakat merasakan manfaat yang sama dari program 

ini untuk pembangunan sumber daya produktif. 

Peserta dalam kegiatan pelatihan pada program Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan (PKHP) dapat memanfaatkan kegiataannya, akan tetapi belum secara 

optimal menjangkau semua perempuan miskin di Kota Tangerang, hal ini dikarenakan 

adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan komunikasi dan keterbatasan lainnya,  

bagi peserta yang telah mengikuti  program ini Sebagian sudah bisa memanfaatkan 

dengan baik, akan tetapi pemanfaatan hasil pemberdayaan ini dipengaruhi oleh 

prespektif para peserta masing-masing, karena kemampuan peserta dalam menyerap 

pengetahuan didalam pelatihan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

Setiap perempuan keluarga miskin yang telah menjadi peserta pelatihan pada program 

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) diharapkan sudah bisa menikmati 

hasil pemberdayaan perempuan yang diprogramkan walaupun pelaksanaan program 

pemberdayaan masih belum optimal dilaksanakan karena masih banyak kaum 

perempuan keluarga miskin yang terbatas informasinya mengenai program 

pemberdayaan kepada mereka. Ini menjadi tugas kita untuk lebih menginformasikan 

program pemberdayaan yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB. 

DP3AP2KB Kota Tangerang sudah memberikan akses kepada perempuan keluarga 

miskin untuk memperoleh sumber daya produktifnya melalui kegiatan pelatihan, hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Widiastuti, P. K. 
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(2017) ‘Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islam (KUKIS) Dalam Pemberdayaan 

Perempuan Berbasis Pondok Pesantren. 

 

D.  Kesimpulan 

1. Perempuan keluarga miskin di Kota Tangerang sudah memiliki hak yang sama 

untuk mendapatkan program pemberdayaan perempuan dimana rasa percaya diri 

dalam mengambil keputusan guna memberikan perubahan dalam kehidupan 

setiap perempuan. Walaupun akses yang diberikan kepada perempuan keluarga 

miskin belum diberikan secara merata karena belum semua perempuan keluarga 

miskin yang terdaftar dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 

mendapatkan pelatihan pengolahan pangan sebagai implementasi dari program 

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP). 

2. Partisipasi perempuan keluarga miskin yang menjadi peserta Program Keluarga 

Harapan (PKH) pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) 

yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Tangerang bertujuan untuk 

meningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan keluarga miskin dalam 

memperoleh sumber daya produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup secara 

mandiri. Sehingga keterlibatannya dalam program Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan (PKHP) dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan 

karena berkaitan dengan kepentingan individu perempuan keluarga miskin untuk 

bisa berdayaguna secara mandiri. 

3. Kontrol yang dilakukan bukan mencari celah kesalahan dalam pelaksanaan 

program akan tetapi bersama-sama mengawal program Program Peningkatan 

Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota 

Tangerang agar sesuai dengan tujuannya yaitu telah direncanakan pada Peraturan 

Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana yaitu untuk menurunkan keluarga miskin. 

4. Manfaat dari pemberdayaan perempuan melalui program Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan (PKHP) belum dirasakan semua oleh peserta latihan, 

dikarenakan program ini belum menjangkau seluruh lapisn perempuan keluarga 

miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  diselenggarakan 

DP3AP2KB Kota Tangerang. 
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